
 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

 PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, korupsi adalah sebuah 

persoalan besar yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sebagai sebuah persoalan besar 

atau extra ordinary crime korupsi telah memakan begitu banyak korban, dimana 

korban dari tindakan korupsi adalah masyarakat miskin. Dalam tindakan korupsi 

masyarakat miskin dijadikan objek oleh para koruptor dalam usaha untuk 

memperkaya dirinya sendiri. Dengan adanya masyarakat miskin sebagai korban dari 

tindakan korupsi, hal ini menuntut semua pihak untuk bertanggung jawab dan segera 

menyelesaikan persoalan tersebut.  

Tuntutan tersebut secara khusus diberikan kepada pihak-pihak yang bergelut 

dalam bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak 

berjalan mulus, hal ini dikarenakan banyak dari para penegak hukum yang malah 

terlibat dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu hal utama yang harus dilakukan ialah 

memperbaiki kembali moral para penegak hukum dan para pejababt publik lainya 

yang telah terjerumus dalam tindakan korupsi,sehingga usaha pemberantasan kasus 

korupsi di Indonesia dapat berjalan lancar. Salah satu usaha yang dapat dilaukan guna 

memperbaiki moral dari para penegak hukum dan pejabat publik ialah dengan 

menegaskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam perintah ketujuh dekalog.  

Oleh karena itu skripsi mengajukan kepada publik tentang peran perintah 

ketujuh dekalog yang bisa menjadi solusi alternatif dalam usaha pencegahan kasus 

korupsi di Indonesia. Perintah ketujuh dekalog merupakan sebuah perintah yang 

diturunkan langsung oleh Allah sendiri melalui perantaraan nabi Musa di atas gunung 
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Sinai. Perintah ini pada mulanya ditujukan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel 

setelah pembuangan di Mesir, namun dalam perkembangan selanjutnya perintah 

ketujuh dekalog digunakan untuk mengatur hidup dan membentuk nilai moral dalam 

diri masyarakat jaman sekarang. Selain itu dalam usaha peberantasan kasus korupsi 

yang terus terjadi di Indonesia, perintah ketujuh dekalog dapat dijadikan sebagai 

tameng dalam menangkal penyebaran korupsi. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pejabat 

pemerintahan dan lembaga penegak hukum yang berlaku di Indonesia dimana, 

banyak anggota dari pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia 

seringkali ikut terjerumus ke dalam budaya korupsi yang seharusnya mereka 

berantas.  

Salah satu contoh lembaga yang sangat membutuhkan peran perintah ketujuh 

dekalog yakni, sebagai tameng dalam menangkal penyebaran korupsi adalah lembaga 

kehakiman. Lembaga kehakiman sangat rentan untuk diserang oleh korupsi, banyak 

anggota hakim yang terjerumus dalam budaya korupsi yang seharusnya mereka 

selesaikan.  

Banyak alasan yang menyebabkan para hakim terjerumus kedalam budaya 

korupsi salah satunya adalah para hakim telah kehilangan etika dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang hakim. Oleh karena itu para hakim sangat membutuhkan 

peran perintah ketujuh dekalog yakni sebagai tameng dalam menangkal virus korupsi. 

Dalam hal ini, perintah ketujuh dekalog bertugas untuk membentuk kembali etika 

para hakim dalam bertugas.  

Selain menjadi tameng bagi para hakim agar terhindar dari virus korupsi, 

perintah ketujuh dekalog juga harus ditanamkan dalam diri para pejabat publik di 

Indonesia. Fungsi dari perintah ketujuh dekalog dalam diri para pejabat publik adalah 

untuk menjadi tameng agar mereka tidak tergiur untuk melakukan tindakan korupsi.  

Hal ini dikarenakan sasaran utama dari virus korupsi itu sendiri adalah para pejabat 

publik.  
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5.2 USUL DAN SARAN  

5.2.1 Bagi Keluarga Katolik  

Keluarga katolik harus mampu memotifasi dan membentuk karakter anak 

sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam moral 

dekalog sejak dini. Untuk mencapai hal tersebut para orangtua perlu mengajarkan 

anak tentang sepuluh perintah yang terdapat dalam moral dekalog sejak dini. Dengan 

demikian anak-anak akan dengan sendirinya memahami nilai-nilai positif yang 

terkandung dalam moral dekalog dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut 

dalam dirinya dan dalam kehidupanya sehari-hari .  

5.2.2 Bagi Pemerintah 

Ketidaktegasan pemerintah dalam sebuah negara telah menciptakan peluang-

peluang yang memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan 

korupsi. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki wewenang dalam usaha untuk 

memberantas korupsi tidak memiliki sebuah sikap yang tegas untuk memberantas 

kasus tersebut. Yang terjadi pada akhirnya ialah banyak oknum dari instansi 

pemerintahan yang ikut terjerumus dalam kasus tersebut.   

Oleh karena itu sebagai sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab besar 

dalam memerangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, pemerintah harus memiliki 

sebuah sikap yang tegas, agar peroses pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di 

Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan menuai hasil yang memuaskan.  

5.2.3  Bagi Para Pemimpin Agama  

Dalam tugas dan karya pelayanannya para pemimpin agama adalah pioner 

utama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari tindakan korupsi dan 

dampak-dampak buruk yang muncul akibat tindakan korupsi. Para pemimpin agama 

harus dengan tegas menanmkan nilai-nilai positif dalam setiap ajarannya. Setiap para 

pemimpin agama juga harus mampu menerima dan meresapi nilai-nilai positif dari 
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agama lain.  Hal ini bertujuan untuk menambah khazanah nilai-nilai positif dalam 

ajarannya.  

Salah satu yang diangkat oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah perintah 

ketujuh dekalog, dimana tujuan utama dari perintah ini adalah untuk melindungi hak 

milik setiap orang. Perintah ketujuh dekalog pada dasarnya hanya dapat dipahami 

secara baik oleh penganut agama Kristen. Oleh karena itu diharapkan agar para 

pemimpin agama Kristen mampu membahasakan perintah ketujuh dekalog kedalam 

bahasa-bahasa publik yang dapat dimengerti oleh semua orang terkhusus para 

penganut agama yang lain. Hal ini dimaksudkan supaya kekeliruan-kekeliruan dari 

umat beragama lain tidak terjadi.  

 5.2.4 Bagi Anggota Gereja 

Sebagai anggota Gereja, umat Katolik harus menjadi contoh hidup bagi orang 

lain dalam hidup bernegara. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Gereja kita mengenal 

moral dekalog atau sepuluh perintah Allah sebagai patokan utama bagi kita dalam 

menjalankan kehidupan.  Perintah ini harus menjadi landasan utama bagi umat 

katolik dalam menjalankan kehidupan bernegara. Selain dari pada itu umat katolik 

juga harus mampu memberikan contoh hidup yang baik kepada umat beragama lain 

seturut dengan apa yang telah tertulis dalam sepuluh perintah Allah atau moral 

dekalog.  

5.2.5 Bagi Lembaga STFK Ledalero 

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero sebagai institusi gerejawi 

diharapkan aktif terlibat dalam memerangi kasus-kasus korupsi yang terjadi di 

Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk karakter 

dari kaum intelektualnya sehingga dikemudian mereka dapat menjadi contoh hidup 

yang baik di tengah masyarakat, dengan menerapkan ajaran-ajaran moral serta filsafat 

yang telah mereka dapat dari STFK Ledalero.   
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